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1.1. Latar Belakang Masalah

The law is meant to provide us all with the measfreafety we need to
function and no matter what its imperfectionst ihe best we have.
(Morton Bard and Dawn Sangrey, The Crime VictiBo®k )

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atawah& yang rasional
untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai usaha umekanggulangi tindak
pidana, maka politik kriminal merupakan bagian gaoiitik sosial, yakni usaha
setiap masyarakat untuk meningkatkan kesejahtevemganyd. Yang sering
dilupakan orang adalah seolah-olah terjadi pemisapang absolut antara
penegakan hukum pidana, penegakan hukum adminidaagpenegakan hukum
perdata. Padahal dilihat dari sistem hukum nasjdt&lga-tiganya mempunyai
kedudukan sebagai sub-sistem yang membawa konsskuetak boleh
bertentangan satu sama lain bahkan harus salingukeng.

Ahli hukum pidana, Sudarto menguraikan terdapaar8 mengenai
kebijakan kriminal:

1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasaredksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana (dalam anpise

2. Keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, sukndidalamnya cara
kerja pengadilan dan polisi (dalam arti luas);

3. Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peamgdundangan dan
badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakl@maanorma

sentral dari masyarak?t.

'Elias, Robert. (1986)The Politics of Victimizations, Victims, Victimojognd Human Rights,
New York: Oxford University Press.

% Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan PidaBadan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995.

% Arief, Barda NawawiBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidar@itra Aditya Bakti, 1996.
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Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat

.

Kebijakan Perlindungan Masyarakat |

Kebijakan Sosia
TUJUAN

Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan Kriminal

Sarana Lain Bukan Pidana
Sumber: MuladiKapita Selekta Sistem Peradilan Pidahal. 8.

Melihat definisi kebijakan kriminal dari kedua aflukum diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal tidatb&tas pada bidang kriminal
atau hukum saja, melainkan juga meliputi bagiandradain sebagai satu
kesatuan seperti politik, ekonomi dan sosial. Haltidak terlepas dari tujuan
akhir yang sama dari berbagai kebijakan tersebut.

Salah satu kebijakan masa reformasi yang masihnmbeitkan berbagai
reaksi sampai saat ini adalah Instruksi Preside8/2002 yang dikeluarkan oleh
mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yaitu megig@enanganan para
obligor atau debitur yang telah memenuhi kewajilfanyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham (PKPS). Inpres tersebut menunjudak&adan Penyehatan
Perbankan Nasional untuk membuat perjanjian pesgele yang didalamnya
memuat klausukelease and discharg§aminan pembebasan dari proses dan
tuntutan hukum).

Latar belakang lahirnya kebijakan ini dimulai darisis moneter 1997
yang juga menjadi pertanda cikal bakal reformasindonesia. Pada saat krisis
tersebut terjadi, dunia-bukan hanya Indonesia-rakeas dampak yang sangat
kuat dikarenakan bank-bank sebagai penopang sendi-perekonomian negara
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mengalami kehancuran. Gejolak mata uang dunia ydak stabil mengakibatkan
banyak bank mengalami kesulitan dalam likuiditasnya

Paul Krugman (1998) dalam makalahnya, ‘What Hapgehe Asia?’
menjelaskan nasib Asia ketika mengalami krisis Rertanyaan tersebut wajar
terlontar dari benak Krugman dikarenakan kondisirepenomian Asia
sebelumnya sedang berada pada posisi puncaknyauVdaimikian, Krugman
melihat bahwa Asia lemah dalam menganalisa sitkesska pada tahun 1994
defisit besar-besaran melanda Amerika latin. Dirairtasebelum krisis menerpa
Thailand seharusnya Asia mulai berbenah diri meikga jaring pengaman
terhadap bencana yang akan datang. Akibatnya, ekédrisis melanda, Asia
terpuruk sangat dalam, hal itu ditandai dari runyizhpasar uang dalam negeri,
kegagalan perbankan dan bangkrutnya perusaha&radiag maupun domestik.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan lahbeneagai kebijakan
yang tidak mendukung, akibat adanya pemahaman bglemserintah harus
melindungi para investor seperti istilah yang dgiakalam dunia bisnistoo big
too fail atau too imprtant too faill Kebijakan tersebut merupakamoral
hazard’ atau perbuatan tercela dari pemerintah yang tidanyelesaikan
masalah. Ha-Joon Chang (2000) menjelaskan baheral hazardtersebut juga
timbul dalam bentuk kebijakan yang melibatkan IMRténational Monetary
Fund). Dalam makalahnya, Chang mempertanyakan peranyiig sampai saat
ini terbukti tidak dapat menyelesaikan krisis.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lahir daituasi yang sama.
Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, nilai tukapiah terhadap dolar
merosot tajam, ekspor-impor menurun, perbankanpkolaektor riil lesu dan
pengangguran bertambah. Akibatnya, pada tanggapse®ber 1997, Presiden
menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bam#onesia untuk
membantu bank nasional yang sakit dan likuiditaskymang. Selain itu,
memberikan opsi untuk digabung dengan bank-banky w@mat atau jika tidak

berhasil juga, fokus utama adalah melindungi depdsa

“Krugman, Paulwhat Happened To AtaDiunduh darhttp://webt.mit.edu/krugman/www/
Januari 1998.

® Ha-Joon Changlhe Hazard of Moral Hazard: Untangling the Asiarisis, World Development
Vol. 28, No. 4, pp. 775-788, 2000.

® Mengurai Benang Kusut BLBIilid I, Bank Indonesia, 2001.
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Kebijakan Bl untuk memberikan kredit likuiditas dal keadaan darurat
dianggap sudah sesuai dengan peraturan yang adaPgsal 29 (1), 32 (3) UU
No. 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral. Selain itmelalui
Petunjuk Presiden tanggal 15 Januari 1998, tidaklagi bank yang dilikuidasi.
Dasar keputusan pada rapat Direksi Bl yang diadpkala bulan Desember 1997
dan Januari 1998 adalah penalti untuk mencegatal hazard Akan tetapi, yang
terjadi malah sebaliknya, lebih dari 55% dari bgakg seharusnystop kliring
tetap dibantu sehingga mengakibatkan kerugian aégar

Dalam rangka menyelesaikan bank-bank yang berntasaisebut, BPPN
kemudian membuat perjanjian sebagai berikut:

a. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemggaaham
pengendali. Pemerintah bersama pemegang sahanmB@&nkOperasional
(BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) menanugaai Master
Settlement and Acquisition AgreeméRSAA) dan Master Refinancing
and Notes Issuances AgreemenfMRNIA). Tujuannya untuk
mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan asatpua pembayaran
tunai melalui BPPN.

b. Pengkonversian BLBI padBank Take Ove(BTO) menjadi Penyertaan
Modal Sementara (PMS).

c. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengemaddilui pola
penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendahganle
menandatangani salah satu jenis Perjanjian KewajiEmegang Saham
(PKPS) yaitu Akta Pengakuan Utang (APU).

Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian MSgAemqmtah yang
diwakili BPPN, mengeluarkan klausiRelease and DischargéR&D) yang
menyatakan tagihan BLBI menjadi lunas dan pemdritidak akan melakukan
tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukark lsanta melepas seluruh
jaminan yang dulu diikat oleh BLBI.

" bid.
8 bid.
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Gambar 1.2
Skema Penyelesaian Kasus BLBI

Perjanjian MSAA ditandatangani oleh lima obligoityaAnthony Salim, Syamsul Nursalim

M Hasan, Sudwikatmono dan Ibrahim Risyad. Totagpam MSAA adalah Rp 85,9 triliun.

Perjanjian MRNIA ditandatangani oleh empat obligaitu Usman Admadjaja, Kaharudin
Ongko, Samadikun Hartono dan Ho Kiarto dan Ho Kiarfotalnya mencapai Rp 23,8
triliun.

Pada periode pemerintahan BJ Habibie, sebanyalaiél dalam penyehatan (BDP) dikelo
BPPN dimana 10 di antaranya adalah bank beku ag&®B®), 42 bank beku kegiatan usaha
(BBKU), 13 bank take over (BTO).

Sumber: Jawaban pemerintah 12 Februari 2008

a

Dengan terbitnya R&D, maka para debitor diberik@sdmpatan untuk
menunaikan kewajibannya melalui penandatanganan SPKBetelah itu
dibebaskan dari gugatan hukum, baik perdata maypdana. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk menggugah para debitor agar meyapsemangat dan itikad

baik untuk melunasi utangnya kepada negara.

Gambar 1.3

Daftar Obligor yang mendapat Release and Discharge
NO | NAMA OBLIGOR KEWAJIBAN PENGEMBALIAN
1 ANTHONY SALIM Rp52,7T Rp 19,4 T (37%)
2 SJAMSUL NURSALIM Rp284T Rp4,9T (17,3%)
3 M HASAN Rp62T Rp 1,7 T (27,4%)
4 SUDWIKATMONO Rp19T Rp 713 M (37,4%)
5 IBRAHIM RISJAD Rp 664,1 M Rp 370,8 M (55,7%

Sumber: Jawaban pemerinah 12 Februari 2008

Kebijakan ini mengundang pro dan kontra dari besaba@hak. Salah satu
pihak yang cukup keras menolak kebijakan itu datalagi Koalisi Tolak
Pengampunan Konglomerat Pengemplang Utang (KTPKBMhg akan
melakukanjudicial review terhadap Inpres tersebut. Namun, tidak sedikit pula
pihak yang memahami keluarnya kebijakan yang dinndksalah satunya adalah

mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia/i¥llza Mahendra, yang
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berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini harosigten menjalankan isi dari
perjanjian yang telah mereka buat bersama pemesdrant,

Selain itu, R&D juga memiliki dasar hukum yang kyaitu Tap MPR No
X Tahun 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusd df#h Lembaga Tinggi
Negara dan UU No 25 Tahun 2002 tentang Propenksa Jsgung pada saat itu
juga berpendapat sama bahwa Kejagung tidak akanmhérobligor bermasalah
yang telah memperoleh R&D. Hal itu dikarenakan Igajag mempunyai
kewenangan untuk menghentikan proses penuntutdn paekara. Kewenangan
itu disebut asas oportunitas yang isinya pertimbargemi kepentingan umuth.

Sebagai alternatif penyelesaian masatatease and dischargmemang
merupakan salah satu model yang dapat digunakaertbgang dikatakan Yusril,
“untuk apa orang itu dipenjara jika uang negarakikembali"* Oleh karena itu,
release and dischargelisini dipandang sebagai kebijakan pemerintah dalam
penyelesaian masalah kasus BLBI. Dalam hal pidaregktek perdamaian antara
pelaku dan korban, dijalankan pula dalam penerdgantuan pemindanaan
seperti diatur KUHP. Berdasarkan perdamaian itwkgian akan menghentikan
penyidikan atau kalaupun tetap diproses secaranmhudkan menjadi salah satu
pertimbangan yang meringankan. Inilah salah satlazkean kehidupan
masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang meajea berbagai
perselisihan dengan cara memulinkan persaudaraan stdaturahmi. Dalam
bahasa hukum modern dikenal “WIN WIN SOLUTION” (Damilah tujuan
hakiki/esensial Arbitrase, Mediasi, atau cara laenyelesaikan sengketa di luar
proses peradilarty.

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengidimuskan sebagai:
“memeriksa dan memutus perkara”. Memutuskan perkdaa suatu sengketa
tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atamlutiori atau “solving' perkara
atau sengketa tersebut karena terkadang PutusammHa#ta kemungkinan

memperdalam luka-luka/mempertajam persengketaakik&taya sengketa itu

° Sanjaya, Rahmat. (2003)spek Hukum dari Rencana Pemberian Release and&ige pada
1Doebitur Pemegang Saharmesis Magister tidak diterbitkan. Depok: Univéasilndonesia.

Ibid.
" Ibid.
2 Hakim, Nurul.Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Ak#fiPenyelesaian Sengketa
dalam hubungannya dengan Lembaga Peraditannduh dari:
www.badilag.net/data/ARTIKE&fektifitas. pdf
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tidak pernah terselesaikan) bahkan dengan putusaimmHersebut mengandung
potensi menimbulkan sengekta atau perselisihan Bandasarkan hal tersebut di
atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi “demutuskan perkara’

menjadi “menyelesaikan perkart”.

1.2. Permasalahan

UU No 25/2000 tentang Propenas memang memberikaar daukum
yang kuat bagi keluarnya kebijakaelease and dischargeDalam Bab IV
Pembangunan Ekonomi bagian Program PenyelesaianPdarantauan Utang
Perusahaan. Khusus terkait dengan penyelesaian M&@#fetapkan bahwa:

a. Bagi debitor yang belum menandatangani dan akananutangani
MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif;

b. Bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataugang sudah
menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi pesjamgrsebut, dapat
dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA, dan/ataendikan penalti;

c. Bagi debitor yang telah menandatangani dan telamenahi MSAA,
perlu diberikan jaminan kepastian hukum.

Hambatan dalam memperoleh pengembalian kewajibag lparasal dari
BLBI dan pememenuhan penyelesaian kredit yang ggemBMPK mendorong
BPPN untuk mengupayakannya di luar pengadilan. kbammbank-bank tersebut
semula merupakan tagihan Bl yang kemudian dialihkdeh Bl kepada
pemerintah bersamaan dengan penerbitan obligaserpeah. Oleh karena itu,
tagihan terhadap bank-bank tersbeut menjadi tagieamerintah dan selanjutnya
BPPN ats nama pemerintah mengubah tagihan tersednjadi tagihan BPPN
kepada pemegang saham pengendali yang berma8alah.

Dalam perkembangannya, tidak terdapat kesamaarapanhdntara BPPN
dengan pemerintah yaitu di satu sisi BPPN selakeditar yang mewakili
pemerintah menyatakan kewajiban pemegang sahanempesgbank telah lunas,
pemerintah tidak sependapat dengan mengemukakavalsdbagian besar BLBI

yang dialihkan oleh BI dianggap tidak layak untudlliikan kepada pemerintah.

13 ki

Ibid.
4SS, Kusumaningtuti. (2009eranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan d
IndonesiaJakarta: Rajawali Pers.
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Pada saat MSAA disusun, landasan kebijakan yangrglipakan adalah spirit
untuk menyelesaikan krisis perbankan agar peméridégpat melanjutkan tugas
memulihkan perekonomian. Mekanisme penyelesaian|Bh&alui MSAA dan
MRNIA ternyata mengundang banyak komentar negdtituk menyempurnakn
mekanisme tersebut, pemerintah memberi kewenanggadik BPPN untuk
menerapkan kebijakan baru vyaitu pemberlakuan HKebija Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Kenyataannya, hingga berakhirnya BPPN tahun 208d,39 pemegang
saham penandatangan PKPS, 23 pemegang saham tetednohi kewajibannya
sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkarerpgah. Sementara itu 16
pemegang saham lainnya, terdiri dari delapan pengegaham tidak dapat
memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas wakty yelah ditetapkan
pemerintah dan delapan pemegang saham lainnyatalkayatidak kooperatif dan
penanganannya akan dilakukan oleh aparat penedgakmhiAkibat Inpres No. 8
Tahun 2002 tentandrelease and Dischargéejaksaan menghentikan proses
penyidikan (SP3) terhadap sedikitnya 10 tersangkaugsi BLBI pada tahun
2004. Alasan kejaksaan menghentikan penyidkan kapsra tersangka telah
mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPMgiRentian penyidikan
dalam kasus korupsi BLBI ini pada akhirnya mempejgag jumlah SP3 yang
telah diberikan pihak kejaksadh

Pilhan untuk menyelesaikan masalah dengan carauati pengadilan
sesungguhnya merupakan akibat dari putusan-pupesagadilan yang seringkali
tidak sesual dengan keputusan yang sudah diambi#NBAnisalnya BPPN
dianggap tidak memiliki kewenangan dalam mempailitksuatu perusahaan
karena amanat yang diberikan kepada BPPN berdasBiRaNo. 17 Tahun 1999,
Pasal 12 mengenai tugas dan kewenangan BPPN igatudlan secara limitatif
yaitu Pasal 37A dan di dalamnya tidak ada satunkes® yang memberi

kewenangan kepada BPPN untuk melakukan pembeligangj:’

15 H
Ibid.
'8 |Interpelasi BLBI, Langkah Pemerintah Masih Sapuiunduh dari
http://www.hukumonline.com/?2 April 2008.
7 Op. cit. Kusmaningtuti.
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Gambar 1.4

Penanganan kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung

Nama Terdakwa/terpidana

Tahap Penyelesaian

Keteraram

Putusan MA 10 Juni 2005:Inkracht

(penjara satu setengah tah
I[denda Rp 20 J subsidi
bulan)

dan

ulieksekusi
2

suda

Dua Obligor Pemegang Saham Pengendali (PSP) MRNIAang Non-kooperatif

Tiga direksi Bl: (Heru
Supraptomo (alm)j
Hendrobudiyanto, Pad
Soetopo)

| Gede Darmawan-Ban
Aken (BBKU-kerugian

negara Rp 167,38 M)

kPenuntutan

Belum dilimpahkan ke P

terdakwa sakit stroke

N,

David Nusa Wijaya-Ban}
(BBKU-
kerugian negara Rp 3,3 T)

Umum  Servitia

Putusan MA 23 Juli 2003
(penjara 8 tahun; denda H
30 J; uang pengganti 1,24
L)

Rigsempat buron dan ditangkap

Inkracht,

)2l AS)

telah dieksekusi

Dua Obligor Pemegang Saham Pengendali (PSP) APU y@ahon-kooperatif

Leonard Tanubrata danPutusan MA 1 Septembeinkracht
Kaharudin Ongko-PT Bank2004: Leonard lepas dari
Umum Nasional ~ (BBOft segala  tuntutan  hukum,
kerugian negara Rp 5.3 T) | Ongko bebas dari segala
dakwaan
Samadikun Hartono-BankPutusan MA 28 Mei 2002: Inkracht, belum dieksekusi
Modern (BBO-kerugian (penjara 4 tahun; denda Rikarena terpidana melarikan

negara Rp 2,6 T)

20 J subsidi 4 bulan; uar

pengganti Rp 169,473 M

biaya perkara Rp 2.500

i

Satu Obligor Pemegang Saham Pengendali (PSP) KKSKagg Non-kooperatif-15

November 2003

Agus Anwar-Bank Pelitg
(BBO-kerugian negara R

577 M)

1 Penuntutan

P

Ditunda

perkaranya ke PN menunggu

penyelesaian dari
(KP2LN/PUPN)

pelimpah

AN

Menkeu

Sumber: Jawaban tertulis presi
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Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan angdetainet yang
menyetujui pemberiarelease and dischargR&D) tampaknya perlu belajar dari
sejarah. Khususnya, sejarah pemberian Bantuan diiksi Bank Indonesia
(BLBI), yang merupakan salah satu sumber permaasalalang konglomerat
dalam skema PKPS. Dalam kasus BLBI, sebelum 3 Bdyate 1997, Presiden
Soeharto memberikan petunjuk agar Bank Indonediati@&k melikuidasi bank
selama periode Pemilu Mei 1997 hingga Sidang UmuRRM/aret 1998. Oleh
Rapat Direksi Bl 15 Agustus 1997, petunjuk tersehigrjemahkan dalam bentuk
dispensasi terhadap sanksi skorsing bagi bank-lpang kalah kliring. Pada 3
September 1997, sidang kabinet Ekkuwasbang danisPmo@mutuskan 10
langkah peningkatan ketahanan ekonomi nasionahatrk pemberian bantuan
likuiditas bagi bank-bank yang mengalamismatch Oleh karena BI tidak
independen dari kabinet (belum ada Undang-Undatt {lbmor 23 Tahun 1999
tentang Bl), keputusan ini dilaksanakan. Akibatnyesiden Soeharto dan
konglomerat penerima BLBI ternyata 100 persen lalas jerat hukum. Hanya
Bob Hasan yang masuk penjara, itu pun bukan kakesas BLBI. Lalu, siapa
yang sampai sekarang masih berurusan dengan plEmgadiernyata, justru para
direksi Bl yang menandatangani keputusan BLBI. Bahlbukan tidak mungkin
Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono pun, sebagahsshtu mantan direksi Bl,
suatu saat dipermasalahkan secara hufum.

Kebijakan pemerintah Megawati tersebut bagi selmagihak dipandang
sebagai jalan keluar dari sulitnya menarik kembkekayaan negara yang telah
disalahgunakan. Namun, bagi sebagian lain merupakacana nasional yang
sulit dilupakan. “Pengusutan kasus BLBI senilaiitsekRp144,53 triliun masih
terombang-ambing dalam perangkap ketidakpastianrhukalah satunya adalah
Inpres No. 8/2002 yang dikeluarkan Presiden Megatesitang felease and
discharge” yang memberikan perpanjangan batas waktu buat paemgutang

BLBI dari empat tahun menjadi 10 tahun,” menuruggota Dewan Perwakilan

'8 Wibowo, Dradjad H. (2002)Sebuah Tragedi Ekonomi bernama “Release and DiggHar
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/23/ekonsshiti14.htm
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Daerah (DPD) asal DKI Jakarta Marwan Batubara dddadah bukunya berjudul
“BLBI; Ramai-Ramai Merampok Negara” di Universi@gponegoro Semarang.

Makna out of court settlemerdtau penyelesaian diluar pengadilan pada
dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian yang d@zenal didalam hukum
perdata dengan konsep mediasi, rekonsiliasi ataitrase yang merupakan salah
satu bentuk lembaga musyawarah dalam hukum, dam debum dipakai untuk
menyelesaikan suatu perkara perdata. Lembaga limgspiga disebut sebagai
mekanisme Non adversarial atau non state justice systenDalam banyak
penanganan tindak pidana dengan menggunakan peaddieadilan restoratif,
hal utama yang didorong adalah hubungan interghitifg spesifik dan dinamis
antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini dggkan agar proses dapat
berjalan secaraon adversariallepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu dan
memperhatikan kebutuhan pelaku, korban, masyard&at lingkungan secara
keseluruharf’®

Pranata arbitrase sebagai sarana menyelesaikakeszihgkum di luar proses
pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam sistinyglesaian sengketa hukum di
Indonesia namun yang terjadi dimasa lalu di Indené#érbitrase” kurang menarik
perhatian sehingga kurang populer di masyarakat Berbeda dengan sekarang,
arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penBbggai cara menyelesaikan
sengketa di luar proses peradilan. Meningkatnyanzer arbitrase bersamaan dengan
meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupuernasional. Terlebih lagi
dengan telah diundangkannya Undang-Undang NomorT&@un 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ARBg termuat dalam Lembaran
Negara Rl Nomor 3872 maka semakin teraktualisasikgensi Arbitrase, Mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, med@tsiu cara-cara lain
penyelesaian sengketa di luar proses peradilangagtng. Berkembangnya praktek
arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaangketa di luar pengadilan

tentunya akan mengurangi jumlah perkara di pengadilang pada giliranya sudah

19 pemerintah diminta cabut release and dischargégoblBl. Retrieved March 17, 2009 from
http://www.beritasore.com

20 Zulfa, Eva AchyaniOut of Court Settlement dalam Hukum Pidana: Munigir?,diunduh
dari: http://evacentre.blogspot.com/

! bid.
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barang tentu akan mengurangi beban perkara yangknikaspengadilan dan pada
akhirnya akan berimbas pula pada efektifitas kiglggelis Hakim dalam memeriksa,
mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karergadesedikit perkara Majelis
Hakim akan lebih konsentrasi dalam menghadapi pertigpengadilan.

1.3. Pertanyaan Penelitian
Dari latar belakang masalah dan permasalahan yelag tliuraikan di
atas, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitiayaiitii: Bagaimanaelease and

dischargedigunakan sebagai alternatif penyelesaian masiakm kasus BLBI?

1.4.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimamdease and

dischargedigunakan sebagai alternatif penyelesaian masiak@m kasus BLBI.

1.5.  Signifikansi Penelitian
1.5.1. Dari aspek substansi.

Penelitian ini sangat penting dikarenakan sampai sa belum
ada yang secara khusus membahas mengehedse and discharge
sebagai suatu kajian non-hukum. Oleh karena itnelgean ini berusaha
mengkaji masalah tersebut dari sudat pandang koiogn
1.5.2. Dari aspek kebijakan.

Kebijakan pada umumnya merupakan bagian dari ilmu
administrasi, akan tetapi dalam penelitian ini,ijgidan yang akan dibahas
adalah kebijakan yang berdimensi hukum perdata pldana. Namun,
pembahasan akan melihat apakah kebijakan tersebgé jdapat
memberikan pencerahan bagi penyelesaian masaladr dilkum.

1.5.3. Dari aspek teori.

Walaupun dalam penelitian ini, penulis tidak menggkan teori
tertentu, akan tetapi konsep-konsep yang dipakindagenelitian ini
merupakan konsep-konsep yang cukup diakui dalamntpn penelitian
ilmiah sehingga diharapkan hasil pembahasannya akancerminkan
kualitas dari suatu karya tulis ilmiah.
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1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan akan dibagi menjeda bab.

Bab pertama berisi tentang latar belakang masatsrmasalahan,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifdapenelitian, dan sistematika
penulisan. Bagian ini berusaha memaparkan kerapghkalitian atau yang biasa
dikenal dengan nama proposal penelitian.

Bab kedua akan membahas mengenai kerangka penmyingnterdiri dari
konteks penelitian dan konsep-konsep yang digunakalam penelitian ini.
Bagian ini akan menjelaskan model-model alternadiiyelesaian masalah, baik
yang sudah dipraktekkan di negara-negara maju nmayaiig mulai berkembang
dalam sistem hukum Indonesia.

Bab ketiga akan menjelaskan metode penelitian yaigunakan.
Narasumber yang kompeten dalam masalah ini danupandawancara sebagai
alat ukur akan diberikan dalam bab ini. Penelistudi kasus merupakan pilihan
yang digunakan dalam penelitian ini dilengkapi dengengumpulan data yang
akan diterangkan lebih lanjut dalam bagian ini.aBelitu, bab ini juga akan
menerangkan alasan penulis memilih paradigma tertgang menurut sebagian
kalangan tidak umum dipakai dalam penulisan yamtgb® kebijakan negara.

Bab keempat akan berisi tentang gambaran umum mangasus BLBI.
Sejauh mana perkembangannya dan mengapa pemetitégh mengusahakan
penyelesaian kasus ini melalui sisteat of court settlement.

Bab kelima akan menjelaskan hasil penelitian. Diata- hasil wawancara
dengan beberapa narasumber yang kompeten akah dedlam bab ini kemudian
akan dianalisa dalam bab berikutnya.

Bab keenam akan berisi hasil analisa. Bagian imtinga yang akan
menentukan apakaielease and dischargdapat dikategorikan sebagai alternatif
penyelesaian masalah atau tidak.

Bab ketujuh merupakan penutup yang berisi kesinmpdiéan rekomendasi.
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